
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT 

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT 

NOMOR TAHUN 2021 

TENTANG 

PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 79 TAHUN 2017 TENTANG 

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA 

TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS INDUSTRI PANGAN OLAHAN 

DAN KEMASAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT SEBAGAIMANA TELAH 

DIUBAH DENGAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 66 TAHUN 2021 

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 79 TAHUN 

2017 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN 

FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS INDUSTRI PANGAN 

OLAHAN DAN KEMASAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, 

Menimbang a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur 

Tahun 2017 Tentang Pembentukan, 

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata 

Nomor 79 

Susunan 

Kerja Unit 

Pelaksana Teknis Industri Pangan Olahan dan Kemasan 

Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2021 

telah ditetapkan Pembentukan, Susunan Organisasi, 

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana 

Teknis Industri Pangan Olahan dan Kemasan Provinsi 

Kalimantan Barat; 

b. bahwa berdasarkan Lampiran Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

sebagaimana telah dimutakhirkan dengan Keputusan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 
tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran 
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Unit 
Pelaksana Teknis Industri Pangan Olahan dan Kemasan 

Provinsi Kalimantan Barat tid sesuai dengan 
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pembagian urusan pemerintahan dan tidak tersedia 

program dan kegiatan, sehingga Unit Pelaksana Teknis 

Industri Pangan Olahan dan Kemasan Provinsi 

Kalimantan Barat yang telah dibentuk berdasarkan 

Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dala:m 

huruf a, perlu dicabut; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pencabutan 

Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2017 tentang 

Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 

serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Industri Pangan 

Olahan dan Kemasan Provinsi Kalimantan Barat 

sebagaimana telah diubah denga:n Peraturan Gubernur 

Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas 

Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2017 Tentang 

Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 

serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Industri Pangan 

Olahan dan Kemasan Provinsi Kalimantan Barat; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi 

Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan 

Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1106); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5494); 

4. Undang-Unclang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 1 1  Tahun 2020 tentang 
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 245, 'Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6573); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 
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Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang 
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);  

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
1447); 

8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi 
Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi 
Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) 
sebagaimana telah diubah beberapakali dan terakhir 
dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran 
Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan 
Barat Nomor 5); 

9. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2021 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi 
serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, 
Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan 
Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 
2021 Nomor 57); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENCABUTAN 
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 79 TAHUN 2017 
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, 
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT 
PELAKSANA TEKNIS INDUSTRI PANGAN OLAHAN DAN 
KEMASAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT SEBAGAIMANA 
TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN GUBERNUR 
NOMOR 66 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 79 TAHUN 2017 
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, 
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT 
PELAKSANA TEKNIS INDUSTRI PANGAN OLAHAN DAN 
KEMASAN PROVINS! KALIMANTAN BARAT. 
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Pasal 1 

Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Industri 
Pangan Olahan dan Kemasan Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah 
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 Nomor 79) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas 
Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis lndustri 
Pangan Olahan dan Kemasan Provinsi Kalimantan Sarat (Serita Daerah 
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 66), dicabut dan dinyatakan 
tidak berlaku, dengan ketentuan sebagai berikut : 
1.Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Industri Pangan 

Olahan dan Kemasan Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan oleh 
Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Perindustrian, Urusan 
Perdagangan dan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral; 

2 .  Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas pada Unit Pelaksana Teknis 
Industri Pangan Olahan dan Kemasan Provinsi Kalimantan Barat tetap 
melaksanakan tugasnya sampai ada penugasan yang baru dari Pejabat 
Pembina Kepegawaian; dan 

3. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pembiayaan, peralatan dan 
dokumen yang terdapat pada Unit Pelaksana Teknis Industri Pangan Olahan 
dan Kemasan Provinsi Kalimantan Barat menjadi tanggung jawab Perangkat 
Daerah yang melaksanakan Urusan Perindustrian, Urusan Perdagangan dan 
Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral. 

Pasal 2 
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengunclangan Peraturan 
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi 
Kalimantan Barat. 

Ditetapkan di Pontianak 
7 1 y  2 0 2 J  pada tanggal 4 M 4 0 4  

/GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, f 

Diundangkan di Pontianak 
pada tanggal 2 t  w  2 0 2 1  

SEKRETARIS DAERAH 
PROVINSI KALIMANTAN BARAT, 

Q 
A.L. LEY SANDRI 

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR 2 
,,.,, 


